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Abstrak 
 

Berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh bupati harus melalui 

persetujuan DPRD. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memuat norma yang 

mengatur dan memberikan arahan tentang mekanisme pengajuan calon sekretaris DPRD, 

termasuk tidak memberikan arahan proses pemberian persetujuan dan jangka waktu 

maksimal proses pemberian persetujuan. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah yang seharusnya menjabarkan lebih teknis Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme, proses maupun 

jangka waktu dimaksud. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. 

Mengingat ketidakjelasan itu, Bupati Faida mengambil diskresi untuk sementara mengangkat 

pejabat sebagai pelaksana tugas sekretaris DPRD. Faida juga menyebutkan, dengan 

dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Kabupaten Jember, maka susunan perangkat daerah harus menyesuaikan Pasal 3 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, yang mulai efektif berlaku 2 Januari 2017. 

Konsekuensi yuridis penyesuaian ini adalah bahwa semua perangkat daerah termasuk 

sekretaris DPRD Farouq harus demisioner terlebih dulu. Hal ini dikarenakan perangkat 

daerah tersebut masih dibentuk berdasarkan perda yang telah dicabut. Diskresi sendiri dasar 

hukumnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
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